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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya
perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi
dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pendekatan yang dilakukan adalah
melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana
tindakan dan = kegiatan mendasar yang dibuat untuk
diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa
setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis
yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra
Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan
global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah

mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan
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Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra
Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang
tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka
mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam
RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan
sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan dokumen
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan

hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2016-2021 diantaranya adalah :
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Repblik Indonesia Nomor 4817);
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13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem
Kesejahteraan Sosial Nasional;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2016-2021 dimaksudkan untuk :
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1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk
menentukan prioritas- prioritas pembangunan di bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga
sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan
didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
kurun waktu Tahun 2016-2021 dapat berjalan sesuai dengan
kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

2. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016 —
2021.

4. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima)

tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Menetapkan dokumen Rencana Pembangunan urusan sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak S (lima)
tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten
Pesisir Selatan serta dokumen yang berkaitan dengan urusan
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
lainnya.

2. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan
kegiatan bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam menjabarkan Visi, Misi dan Arah

Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.
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3. Meningkatkan koordinasi dan  sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra  Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
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BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1

2.2

2.3

2.4

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi
Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator
pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya
seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah Mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil
telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang
bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5
(lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan

yang dibutuhkan.
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BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah.

Mengemukakan permasalahan—-permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
terkait dengan Visi, Misi, serta program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/
Kabupaten.

Mengemukakan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra
Perangkat Daerah Provinsi.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan

Bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana
struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
Perangkat Daerah.

Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah  yang selanjutnya
mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan

hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.
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BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN.

4.1

4.1

4.3

Visi dan Misi Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan Visi dan Misi
Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Perangkat Daerah
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Perangkat Daerah.

Strategi dan Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BABYV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

5.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan
3 (tiga) Bidang, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial (3
seksi), Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir
Miskin (3 seksi), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (3 seksi). Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawabhi :
1. Seksi Pemberdayaan Sosial.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
3. Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman

Nilai-Nilai Kepahlawanan.
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d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir

Miskin membawahi :

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Bencana
Sosial.
2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan
Perempuan.
2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

3. Seksi Data dan Informasi.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat

dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :
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JABATAN
FUNGSIONAL

Bidang
Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

—am

Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian
SEKRETARIS Esselon IV.a

Esselon IIl.a

Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan
Esselon IV.a

|
Bidang
Perlindungan, Jaminan
Sosial dan Penanganan

Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Esselon III.b

Esselon III.b Fakir Miskin
Esselon III.b
Seksi Pemberdayaan Seksi Bantuan dan
Sosial = Jaminan Sosial

Esselon IV.a

Esselon IV.a

Seksi Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak ||
Esselon IV.a

Seksi Rehabilitasi
Sosial
Esselon IV.a

Seksi Perlindungan
| Korban Bencana Alam
dan Bencana Sosial

Seksi Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Pemberdayaan —
Perempuan

Esselon IV.a Esselon IV.a

Seksi Penanganan Seksi Data dan

Seksi PSKS dan Fakir Miskin Informasi

Penanaman Nilai-Nilai — Esselon IV.a Esselon IV.a _
Kepahlawanan

Esselon IV.a

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan,
membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan azas
desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak  yang meliputi bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan

ketentuan dan perundang-undangan .
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Kepala

Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta
pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial
dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial
dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan
bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial,
perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
Dinas;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (AKIP);

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai
dengan bidang tugasnya;dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,

Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial,
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Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah
Kepala Dinas, sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum
kepegawaian, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta
pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai
berikut :

a. Koordinasi kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum

f. Penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah dan layanan
pengadaan barang/jasa dan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi

sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai

kepahlawanan;
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi
sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai
kepahlawanan;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan
sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan
penanaman nilai-nilai kepahlawanan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial,
rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman
nilai-nilai kepahlawanan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial,
rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman
nilai-nilai kepahlawanan;

f. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan dan
rehabilitasi sosial.

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut
Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan

Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
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d.

g.

pemberian bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan
Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggaraan fungsi sebagai

berikut :

a.

C.

Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan
Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Anak serta Data dan Informasi ;
Pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan
Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Anak serta Data dan Informasi;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Peningkatan
Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Peningkatan Kualitas
Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup

dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan

Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
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f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 25

Maret 2017 adalah 39 orang yang terdiri dari :

1) PNS : 27 orang
2) CPNS : -
3) Pegawai Sukarela : 12 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan
berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana

dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
Gol. PNS CPNS Sukarela | Jumlah
I 0 - - 0
11 4 - - 4
I 20 - - 20
1\ 3 - - 3
Tenaga Sukarela ) 12
TOTAL 27 - 12 39
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Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Strutural

Jabatan Strutural/ Esselon Jumlah
Esselon I.B 1
Esselon I1I.A 1
Esselon 11.B 3
Esselon IV.A 11

Jumlah 16

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis
PNS CPNS | Sukarela Jumlah
Kelamin
Laki-Laki 15 - 5 20
Perempuan 12 - 7 19
TOTAL 27 - 12 39
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Pendidikan PNS CPNS Sukarela Jumlah
SLTP - - - -
SLTA 7 - 4 11
D. III - - - -
S. 1 14 - 8 22
S. 2 6 ] - 6
Tenaga Sukarela ) 12 39
TOTAL 27 - 12 39
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Sedangkan Penugasan ke Sub Unit sebagai berikut :
1. Sekretariat : 8 orang
2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial : 6 orang
3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial

dan Penanganan Fakir miskin : 6 orang
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak : 6 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

1. Esselon II.B : 1 orang
2. Esselon III.A : 1 orang
3. Esselon III.B : 3 orang
4. Esselon IV.A : 11 orang
5. Staf : 11 orang
6. Staf (Pegawai Sukrela) : 12 orang

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :
1) Membuat daftar nominatif bazzeting dan Daftar Urutan Kepangkatan
(DUK) Pegawai, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan

gaji berkala, usulan pensiun.

2) Pengembangan pegawai.

3) Mengelola daftar hadir.

4) Pembinaan pegawai.

5) Koordinasi pembuatan SKP
6) Kesejahteraan pegawai.

7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak per awal tahun 2017 yang digunakan dalam

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut
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X/

% Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.

+ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
- Mobiler ( 69 unit)

- Komputer (3 unit) dan Laptop ( 7 unit)

- AC (1 unit)

- Mesin tik (2 unit)

- Alat studio (2 jenis)

- Bahan bacaan (3 jenis media)

- Air (2 rekening)

- Listrik ( 2 rekening)

% Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
- 7 unit mobil

- 6 unit motor.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target
Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di

bawah ini :
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Tabel. 2.5
P ian Kinerja Pelay

14

Dinas Sosial, Pemberd P dan Perlindungan Anak

P

Kabupaten Pesisir Selatan

URUSAN SOSIAL
1{PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT 80

|ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN PMKS LAINNYA

- PMKS yang memperoleh bantuan 10726|  11376| 11976 12576 12576 9706 9511 9511 9712 12271 90,49 83,61 79,42 77,23 97,57
2|PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHT.SOSIAL 60

- Peny. bantuan kepada korban be 9| 9| 12 12 12] 87| 86| 3002 1143 2807, 966,67 955,56 25016,67| 9525,00| 23391,67|
3|PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 80

- Anak Terlantar yang memperoleh bantuan 300 500 600) 600 600 25 30 20| 90 350 8,33 6,00) 333 15,00} 58,33
4|PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 80

- Penyandang cacat yang bantuan 150 200 250 300 300) 10| 0 0) 0| 32 6,67 0,00) 0,00} 0,00 10,67

P PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 80

- Sarana Panti Sosial,Panti Asuhan,Panti Jompo 11 11§ 12 12| 12 11 11 10| 10] 9| 100,00 100,00 8333 8333 75,00
6(P KES.SOSIAL 80

- Tenaga yang memperoleh pelatihan & Sarana 45} 45} 60} 60 60} 23 14| 26 62 122 51,11 31,11 4333 10333 203,33

- Kube yang yang banty 175 200} 225 250 250} 20 30) 180| 200 0] 11,43] 15,00 80,000 80,00 0,00

- Rumah tidak layak huni yang dibantu 100 200} 250} 300 300 0) 0) 0f 0| 0) 0,00 0,00} 0,00) 0,00} 0,00
7|PEMBERIAN BANTUAN DANA JAMINAN SOSIAL 40

PENYANDANG CACAT BERAT

- Pemberian Jaminan Sosial kepada cacat fisik 38 5 60 60 60 68 71] 68 68 74) 17895| 157,78 11333] 11333] 12333

dan mental
8|URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1{Partisipasi dilembaga % 8,13 847 859 8771 87
isipasi di lembaga swasta % 62,29 63,39 91,41 71,68 71,68

3|Rasio KORT % - 00028  0,0092[ 0,0092
4|Partisipasi angkatan kerja perempuan % 89,97 90,11 71,68 91,3] 9123
5 . d li d:

anak dari tindakan kekerasan Kasus 93 100 100
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Tabel 26

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
07 insitarsi 3002680425 AAIGOGESD|  GTGARN00(  AADI0480(  AATAOTOS|  SBRNBAST2|  KIOSTBSS0|  MATSESN|  LMRBAONES| MBEROTRD| 9145 We | w82 | 8m nai HEINA05| 43142136
- P : | omow . : ; | oo . : 00 2000 | 24000
- Peyedanjoshorunitas, smter G i wmw|  moomo|  wmomo|  wmom|  ssomo|  mmiaw|  ewmen|  zsues|  zesse| sveen| s e | n2 | ss | ne | swom| aew
- Penyecdaanjasa admii - - 68750350 5237550 41954060 . - 88168315 0505|7085 AU ) N RNIN| BRI
- Peedan amw|  eom|  wsem| e oemozo|  amom|  swomon|  esm|  eesos| weman| oo | oo | oo | wm | mm | senee|  seaess
U015 3161950 BT 29879 35000000 %0125 31919500 3302124 3200000| 34568700 10000 | 10000 | 10000 | %8 10000 3505|3588
4818300 5790400 BTN 4538200 29150 4118000 B79400 286850 £330 2858159 10000 | 10000 | 9% [ %% 8685 QM| 4T
AT61.000 128700 6230000 6270000 6090000 . 12700 B26000 627000 6060000 000 10000 | %94 [ 10000 | 10000 6912600 588600
2830000 227000 3390000 4250000 8900000 2680000 2270000 304,000 4200000 3140000 10000 | 10000 | 9090 [ %% ] 43000 3107.000
B120000 4197000 024750 21250 15985000 3120000 41570000 02850 21200] 1558500 10000 | 10000 [ %997 [ 10000 | 10000 4000 3481100
- Penpeciazn jasa tenaga kerja ron PNS 10.700.000 10300000 . . - 10.700.000 10.300000 . - . 10000 | 10000 4200000 420000
- i i 6750000 161550000 138700000 100000 0B0000| 16070 BISHN0[ 136084100 0033|2010 %86 | %% | M | N0 o4 13H0000| 120283456
4400000 4348000 66000000 1000000 73200000 404000 4480000 66000000 70000 | 73200000 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 B340| 5400
« Penyed. 14818000 4509750 . . - 1518000 459750 . - - 10000 | 10000 1303550 138550
o A G5H0000 |  SO0270(  J0007A00(  STEAUAN6|  SASBNA00|  GINSNTE6S|  SIGAGRGG|  GATIAN|  SATSINZ|  SHTEOA 88 | w. [ %M | uR un S1219203| 528713078
ngadaan gedurg 60500000 629200 07450200 47500000 £0.385000 6300000 60000 880505 1500  H56000 6T | %08 [ %% | @M L HAG40|  B3teLI0
~ Pengadaan Mobiler 9600000 10350000 430000 1322800 3190000 4800000 1805000 13820000 26700 31750000 1000 | %84 | %8 [ w1 0% 11675800 17440800
- . 60853000 1000000 284810 225000 225000 6057000 0815750 TR0 QU300| 4200450 05 | %98 [ 1000 | N% L) S| STTEEN
- Pemelhataan utn erkala kendrazn dinasioperas. SA4000| 14246000  BOTSO00( 23830616 212881000  (7MOSES|  f6243B240)  16SOTOTOR|  Z0TMID| 2WE408M @ | W@ [ 82| %O %75 TT523] 101168547
- i 13240000 HEB00 240000 275000 16250000 19240.000 5500 1242000 HT0700| 11750000 10000 | 10000 | 8570 [ 8340 3 200000 19562600
- Rehilt BLK dan karor J026000| 2451630 50000  5400000|  MLIME0|  MOTON0| 2843500 S000000( K800 | 170814800 68 | W82 [ 1000 ®® 17 181463200 179065960
ram Peni ya Apar 25000000 25000000 200000 36.000.000 $0.000.000 2700000 285000 240000 B30 | B2 080 | o460 [ o1 | 8186 a8 2200000 8792130
- Bimbingan Tedni ng2an 25000000 200000 200000 %0000 50000000 2700 165000 240000 BIWAN0| 460240 0B | WE [ o | HE Lk 20000 270
an Peringlatin Pargembang o Capd 280000 7880 : : | amm|  wnee - : | e | o | e
an Kinerja dan Keuangan . .
- Koordinasi Penyusunan Program Sosia Tenaga Kerja 13000 1871890 . - - 2330000 18718000 . - . 10000 | 10000 8415780 8415500
dan i i - -

URUSAN SOSIAL

gam Peing nson| | mosuno|  sasenw| esmso| mswsw| rsorsme|  monssoo|  sosesw| messo| oo [ wses | w2 | m | wa | ewsan| o
Adat Tarpnc (KAT an PUKS oy .

iang Ups

084000 2191900 82780100 SER10| 819330 0940900 TSTN0) AT S04950) TN 10000 | %05 [ %525 | esfe | w4 TM008|  TSTERS0

neng Komunis . tepencl 1790000 5 : s i s 10 asom| 3500w

- Verlikasidan validasidata PUKS-PSKS - - TR0 - B0TEN - - 1261780 < 228850 w2 g TI60000| 71085280
- Penunjang Operasional BLSM - - 24120 - - - E 2 £ 2 00 446240

ram Pely iKesi i 1890 . . | | amm < ¥ ] | mm S| s

, g Tengg B8 . . ~ | mma 2 : L A KT S| s

oo danrtcanbeadn har basa : :

(Program Pembinazn Anak Teriantar UMNB0| 1687050 SN 6803690 - 180800) 3082050 4158815 80540 . 45 0M | ws S2004615) 810805

- @ 2403800 23340 - - - 153800 B340 B . 3 8% | Wt 264 9840

- B meydt DRk 11875 6006900 - || 168280 4756875 60540 . 0 | oY | 0% 40466285 | 45404055

terantar dan miskin B

- Penyediaan sandang anak terlanir-miskin dan pe- - 18174600 . - - . 158174600 . - - 95 REUM| AU

Program Pebingen ara Penyancang Caca ekstrauma 130 5 5 < AT V P 3 AT sm| e

- Pendidl j NIBEN - - - -l Nmm - - - [ 10w Gl4T0| 60N

Program Pembinaan Panti Asuhan | pantijompo J0SIT2T5 [ SRMN|  SSO0ASO[  11SNN|  8SEINM00(  SSOAST2IS|  MEAUSSSO(  SITIOASO| 110512480 14BS05600( 999 | 10000 | %828 | 10000 | S5 BI55 | 285685945

B i i BTAT|  BARK0[ 455000450 119504950 | 1RSI0  IMATUS|  WANK0| 41704 110512450 142505600 %% | 10000 | %2 [ 10200 B35 WMIHT[ 285685045

't ! TTA0S8300 | 162068050 | 3721400 243540200 32064800  17M9300|  181.969050|  267.35650| 2854220 204446000 KA | w4 | 87| T 810 2[00 28473040

SOM heseig i 41832600 026620 T257.000 81084100 81095500 41582600 Q0266200 2907000 TH950| 71270600 %88 | 10000 [ 10000 | & [24 631300 63567200

masyarala | Tagana . .

- Dana ey i jut KUBE 955500 5100 753000 - - 97588600 1461000 2461000 . g 89 | W% | Wk HUAN| s

- Progam Bantuan Korban Tindak Kekerasen dan pe- 16640200 - . 16640200 - - - - 10000 338 338040

Ve migan (KT ) 2 :

- Peni Pesise Sefatan 17282900 210850 5047100 62569800 170585400 11252900 3041850 41580 61920100) 142868600 1000 | %3 [ 9% | 8% 878 TN 66435860
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Anggaran pada Tahun ke- ‘Realiaasi Anggaran pada Tahan he- ‘Raslo antars Realissal dan Anggaran Tahun ke- Rataata Pertumbuhan
Mol Uralan
o 22 | E .18 w | w2 [ awm 2014 15 E o2 | 2 | wa | ams 7_______“_"_____"'"
25000000| 105000000 99504500 2500000 104200000 9312500 e | wau | we aSaTB0| 45622500
17214800 1701450 £ 344298 342560
51015500 000 108%0.100
71222300 70276820 086 w260 | 14085380
127887528 67548650 79718300 20883008 uroza0 | s 62950 76277.008 B51000 | s267430 wet | so | sas | e 5416 eTsaniss | seedns
18257528 2350480 729400 2085 000 702300 18257525 7504800 2652900 Ho81000 | w674300 10000 | 10000 | 733 | esse e 26224905
109.600000 48989500 - - 109,100,000 640900 - £ %88 T | 31508180
() a3 EXD 880870 867169
18000000 %2020 17834200 2730060 44000000 7750008 38224200 22420 usian | w2sTs0 w6t | 10000 | @038 | ess0 w8 053000 | 25455480
18000000 35220200 17634200 2750600 44000000 17750000 ®224200 1223420 281140 | 37257500 et | 10000 | 938 | saso g8 8550600 | 25455080
[URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
[PERLINOUNGAN ANAK
Pembioaan nagar sayang Anak
Lomba by membaca puisi sayang anak
Lomba his dan baca puis entang i ceh swa'siswi SLTP
dan SLTA
Toul sosrseonas | z1osmato0 | 20ee36e22 | vssosrrves| teraresrso| amamen| 2omaseces| rezaasseos| wsmsanan| sssarnu sa60 | saos | w3 | s 9207 1934784013 | 1284119788

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan kondisi Bidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kondisi
lingkungan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak maka untuk menyusun strategi pencapaian Visi
dan Misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal
(SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength)
dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang
(Oppurtunity) dan Ancaman (Threat). Masing-masing kondisi
lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
KEKUATAN (S):
1). Memiliki kewenangan di Bidang Kesejahteraan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2). Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan
managemen Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta mekanisme kerja yang sudah

ada.
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3). Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia cukup memadai
dengan tidak ada jabatan/posisi yang kosong.

4). Tersedianya anggaran dan SOP layanan.

KELEMAHAN (W):

1). Jaringan sistem informasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak kurang memadai.

2). Sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai.

3). Anggaran yang sangat terbatas.

4). Kurangnya tenaga staf di bidang Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1). Letak Kabupaten Pesisir Selatan yang strategis.

2). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan 5.73% per
tahun,

3). Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak.

4). Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5). Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial

masyarakat dan panti milik masyarakat.

ANCAMAN (T):

1). Tingginya jumlah penduduk miskin.

2). Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3). Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap
penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4). Potensi daerah rawan bencana relatif tinggi.
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Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal
tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O
1). Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial dan P2TP2A
2). Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
3). Sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesejahteraan Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4). Meningkatkan peran organisasi, yayasan sosial dan P2TP2A

2. Strategi W-O

1). Membuat jaringan / sistem informasi kesejahteraan sosial,
pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak.

2). Pembinaan terhadap pekerja sosial, organisasi sosial, lembaga sosial
dan P2TP2A.

3). Meningkatkan sarana dan prasarana.

4). Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi
swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga
sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

3. Strategi S-T

1). Menurunkan jumlah fakir miskin

2). Optimalisasi fungsi kelembagaan BKMT, GOW dan
Dharmawanita Persatuan Kabupaten

3). Mendirikan Kampung Siaga Bencana

4). Sosialisasi tentang penanganan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak
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4. Strategi W-T

1). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan
kesejahteraan tenaga kerja dan PMKS.

2). Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional
bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan
penyandang masalah sosial lainnya.

3) Sosialisasi P2TP2A kepada masyarakat dan membentuk
sekretariat P2TP2A pada setiap Kecamatan.

4) Simulasi penanganan bencana dalam taggap darurat

kebencanaa.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap
expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai
dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak
diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah
adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.
Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang
urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap
beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat
terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.
Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
adalah :

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) ditengah masyakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).
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3. Belum menguatnya perhatian akan pentingnya penghargaan
terhadap pahlawan perintis kemerdekaan.

4. Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan
terhadap anak.

5. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang hak-hak perempuan.

6. Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang perlunya
perlindungan anak.

7. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk

memenuhi hak anak.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan
jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap
sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis
yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang

Mandiri, Unggul, Agamais, dan Sejahtera”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

di atas adalah :

% Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah
dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan
mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

% Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir,
berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga

menjadi masyarakat yang unggul.
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X/
L X4

X/
L X4

Agamais adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat
dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan
mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan
sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.

Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa
mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )
di Pesisir Selatan teruntama dibidang Pendidikan, Kesehatan,

dan meningkaykan daya beli masyarakat.

Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan

tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1.

Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih
dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan
infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.

Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan
mengembangkan nilai — nilai budaya ABS — SBK.

Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap
mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi
tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan

terlarang.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta

keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat adalah sebagai berikut:
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Misi Pertama, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi
dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyrakat. Misi ini merupakan upaya
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengupayakan
reformasi secara bersungguh-sungguh untuk menuju aparatur yang
bersih dan responsive, guna mewujudkan pelaynan prima dalam
pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti: Kependudukan (Akta
kelahiran, KTP dan KK), Kesehatan dan Pendidikan. Serta akan
menjalankan amanah  masyarakat dengan mengedepankan
keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang, termasuk
mengenai besaran anggaran yang ada dalam APBD Pesisir Selatan,
anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan — pemasukan bagi
keuangan daerah dari luar APBD yang selama ini belum banyak
diketahui masyarakat luas.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur
perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
dalam memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian
masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor
penyumbang PDRB terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan,
Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta
industri pengolahan.

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang
rukun, tolerasi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK.
Misi ini merupakan upaya Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka
mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, toleransi dan
penuh kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya
kearifan lokal.

Misi Keempat yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah

dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Misi ini

merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam
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melaksanakan pembangunan dibidang pertanian / perkebunan dan
perikanan / kelautan yang berkelanjutan dengan memberi nilai
tambah untuk kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam
rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran
obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan,
kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama dan
kelima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan
aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat”

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam
rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran
obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan,

kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Untuk melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan Anak yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu adanya
telaahan mengenai Renstra Kementrian Sosial dan Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Renstra

Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi

Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel, 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab, Pesisir Selatan
terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L

Capaian Sasaran
NO Indikator Kinerja Rl:nstra SKPD e Ifen.stra SKED Sasaran pada Renstra K/L
Propinsi
Kab/Kota
1 2 3 i 5
Renstra Dinas Sosial Propinsi  (Renstra Kementerian Sosial
| [Meningkatnya penanganan - Terwujudnya penanganan - Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar
penyandang masalah kesejahteraan Penyandang Masalah mencakup identitas hukum, sarana dan
sosial secara individu, kelompok Kesejahteraan Sosial (PMKS) prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dan masyarakat. yang berkualitas dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi
masyarakat miskin dan rentan termasuk
2, Junlah Seetaria PHK yang | pele penyandang disabilitas dan lanjut usia.
memperoleh bantuan
operasional
- Meningkatnya perlindungan sosial,
Jumlah pendamping kecamatan| 43 org produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi
yang memperoleh bantuan penduduk miskin dan rentan.
transportasi
b Jumlah penyandang cacat berat
yang memperoleh bantuan dari
APBN 68 org
Jumlah pendamping yang 150rg
memperoleh bantuan
operasional
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bencana alam dan bencana sosial.

2 3 4 5
¢ Jumlah anak panti yang 253 org (9 panti
terlayani selama 153 hari
Meningkatnya akifitas Potensi - Terwujudnya Pemberdayaan | - Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat
Sumber Kesejateraan Sosial (PSKS) Potensi dan Sumber produktif dikantongkan-tong kemiskinan tingkat
Kesejahteraan Sosial (PSKS) kecamatan sebagai media untuk pembangunan
melalui pelatihan dan bimbingan|  masyarakat miskin dan rentan.
teknis
a. Jumlah LKS yang memperoleh 1 1KS - Meningkatnya kualitas - Terbentuknya kelembagaan pendampingan di
bantuan operasional pelayanan Lembaga daerah sebagai media untuk meningkatkan
Kesejahteraan Sosial kapasitas dan keterampilan penduduk miskin
dan rentan.
Jumlah pengurus LKS yang [Torg
mengtkuti konfrensi nasional - Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan
Kesejateraan sosial di Sumatera kepedulian sosial, gotong royong, keparcayaan
Barat antar warga, dan perlindungan lembaga adat,
bermasyarakat tanpa diskriminasi dan
Junlsh pengurus LKS yang Borg penguatan nilai kesetiakawanan sosial.
mengtkuti penringatan Hari
Puncak HKSN di Jawa Timur
b Jumlah Karang Taruna yang [ 90 org (90 Karang
menglkuti pelatthan Taruna)
Meningkatnya - Terwujudnya Pemberian
penanggulangan pelayanan bantuan, perlindungan dan

jaminan kesejahteraan sosial
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1 2 3 4 5
Jumlah anggota tagana yang Slorg
mengikuti pelatihan tagana dan
memperoleh bantuan
transportasi

4 [Meningkatnya wawasan kebangsaan

dan keperintisan

a. Jumlah peserta yang mengikuti 100 org
sarasehan penanaman nilai-
nilai kepahlawanan

b. Jumlah TMP yang dipelihara | 1Taman Makam
Pahlawan (TMP|
dan 1 Makam
Pahlawan Nasional
(MPN)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah
berdasarkan azas otonomi di bidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, sehingga secara khusus tidak
ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di
Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, dalam
menangani  berbagai  permasalahan  Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik
yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong
dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat
menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang,
maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya
adalah :

1. Belum  optimalnya  penanganan  Penyandang  Masalah
Kesejateraan Sosial (PMKS).

2. Belum optimalnya peranan Potensi dan Sumber Kesejateraan
Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah
Kesejateraan Sosial (PMKS).

3. Meningkatkan penghargaan pada jasa pahlawan dan
keperintisan.

4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak.

5. Terbentuknya perda dan perbub tentang responsif gender dan

pemenuhan hak atas anak.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi
serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.
Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan
tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-
hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun
ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka
waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci,
dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga
dapat diukur.
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Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada

tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2016 - 2021
10 TUJUAN SASARAN INDIRATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
a b ¢ d e g i
1 [Mengoptimalkan Tercapainya Peningkatan - Jumlah penyandang Disabilitas 68 68 68 68 68
Penanganan Penyandang (Penanganan Penyandang Masalah | - yang tertangani melalui Pemberian
Masalah Kesejateraan  [Kesejateraan Sosial (PMKS) pendidikan, pelatihan dan bantuan.
Sosial (PMKS)
- Jumlah orang terlantar dan 0DGJ 2 2 2 2
yang difasilitast
- Jumlah anak terlantar yang 15 30 30 30 30
menerima program pemberdayaan.
- Jumlah lanjut usia yang menerima | 80 100 10 | 200 20
bantuan.
- Jumlah Panti Sosial yang 9 7 9 9 9
mendapatkan hantuan sosial
2 Mengoptimalkan Peranan |Meningkatnya aktiitas Potensi dan| - Jumlah PSKS yang tersedia dan 313 35 3T | 409 442
Potensi dan Sumber  {Sumber Kesejahteraan Sosial Profesional.
Kesejahteraan Sostal | (PSKS) - Junlsh dunia usaha yang ft
[PSKS)dalam menangani terlibat dalam pemberdayaan
Penygndang Vasaleh Kesejahteraan Sostal.
Kesejateraan Sosial
(PMKS)
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0 b ; d e | f | g | b | i
3 Melahurkan generast ~ |Meningatoya wawasan - Jumbh pesertayangmenglutt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
muda yang menghargel  |Kehengsaan dan epermntisen | sarasehan penanaman nla-la
josa pehlawan kepehlawanen,
- Jumlah makam pahlawan yang ) ) /R
dipethera.
| Nemnglathan Venghatoya Pembangunan yang |- Kuatoya kelembagaandenjrmgan | 0% | 8% | 8% | 8% | Ok
Pembangunanyeng  |memperhatikan Kesetaraan serta adanya regulsi aerah yang
Vemperhatkan Gender dan Pemenuhan Hak Anak | - responsi gender dan pemenuban
Kesetaraan Gender dan hak ansk
Pemenuhan Hak Anak
- Jumlsh Penyulohen PUG 00kali | G0keli | 60kak | 0kali | 60 kal
- Jumlah advokast kasus KDRT dan | 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus
kasus anak
- Jumbhpemboasn danpelathen | 0 | | | TV | T
wiauscha kelompok perempuan | helompok: | kelompok | kelompok | kelompok | kelmmpok
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5.1.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi

dan Kebijakan Dinas

Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak seperti pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mengoptimalkan Penanganan ~ [Tercapainya Peningkatan Penanganan  [Menangani dan memberdayakan  |Penanganan Penyandang
Penyandang Masalah Kesejateraan [Penyandang Masalah Kesejateraan ~ |Penyandang Masalah Kesejahteraan |Masalah Kesejahteraan Sosial

Sosial (PMKS)

Sosial (PMKS)

Sosial (PMKS)

PMKS)

Mengoptimalkan Peranan Potensi
dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya aktifitas Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Meningkatkan dan memberdayakan
aktivitas Potensi dan Sumber

Peningkatan dan pemberdayaan
aktivitas Potensi dan Sumber

(PSKS) dalam menangani Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Penyandang Masalah Kesejateraan
Sosial (PMKS)
Melahirkan generasi muda yang ~ (Meningkatnya wawasan kebangsaan  {Meningkatkan Penanaman Nilai-nilai|Peningkatan pengetahuan
menghargai jasa pahlawan dan keperintisan Kepahlawanan terhadap Generasi ~ |generasi muda terhadap

Muda. kepahlawanan dan keperintisan

Meningkatkan Perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak serta Pemenuhan
Hak Anak

Menurunnya Tingkat Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak

Meningkatkan Pelayanan P2TP2A dan
Mewujudkan Nagari Layak Anak

Pemberlakuan Perda Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2016-2021, program dan kegiatan
dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah. Program dan
kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu
Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program
dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarannya
dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target
capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat
dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan
positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan

tersebut.

- Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan kewenagan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan
secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan.
Program yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya
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dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing
program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing
program ini didasrkan atas strategi dan kebijakan jangka

menengah.

- Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah adalah

sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.

6.2. Pendanaan Indikatif

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target
berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan
pendanaan indikatif untuk mencapai  program dan kegiatan
tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau
kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah
dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya
merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan
untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun
kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan
Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-
target program dan kegiatan hingga Tahun 2021.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-

2021 disajikan secara lengkap dalam tabel 6.1 di bawah ini :

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2016 - 2021

- Jumlsh peyandang - Pelatihan / Bimbingan 40 org 90.000.000 (40 org 95.000.000 {40 org 95,000,000 |40 org 195.000.000 (40 org 95.000.000 |40 org 95.000.000
Disabilitas yang dan Motivesi Sosil
ertangan e /Keteramplan bera- i
Pemberian peadidkas, saha bag keluarga <
pelatihan dan bantuan miskin.
g
- Jumlsh korban tindak - Penanganan 100 0rg 163.200.000 {100 org 65.000.000 {100 org. 70.000.000 | 100 org 70.000.000 1100 org 70.000.000 {100 arg 70000000 &
kekerasan dan pekerja Rehabilitasi paska
‘migran yang terlayani. korben bencana alam
dan bencana sosial.
- Junlah sk tecentar - Pelayanan orang 30 org 30.000.000 |30 org 31,000,000 [30 g 35,000,000 [30org 35000000 |30 org 35000000 [30 o7 35000000
yusg nenerion pregrem tetantar dan 0DGJ
3
3
- Junlsh rapat menitoring, - Penangenan 1kt 95000000 | 1pkt 95000000 1 pkt 95000000 |1 pkt 95000000 [1 pit 95000000 {1 pkt 95000000 'E
dan evaluasi Kemiskinan Pelayanan -
Terpad, 8
Kesejahteraan Sosial
dan Pengaduan
Masyarakat PAKS
- Junleh Seketari - Pendampingan 1 pit 97.000.000 |1 pkt 97.000000 |1 pkt 105.000.000 |1 pt 115.000.000 [1 pit 115.000.000 [1 plt 115.000.000
Pendampeng Kabupaten program PRH
dan Kecamatan
- Jumlah KUBE PRH Faker - Pendampingan 2 kec 120000000 |2 kec 120,000,000 |2 kec 120.000.000 (2 kee 120.000.000 |2 kec 120.000.000
Miskin bantuan KUBE fakir
mishin
- Jumlsh peperima - Identifiasi penerima 1 pkt 100000000 |1 pkt 100.000.000 {1 pkt 100.000.000 {1 pit 100.000.000 [1 pkt 100.000.000
S i i Ll Lol
dan jaminan
kesehatan daersh

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021



i @ &) “ ] ] m o ] (19 ) 12 3 4 5/ (16) 7 18 9 20 21 2 | 23
- Jumlsh Rumsh Tidak Pendataan Rumsh 1pkt 80.000.000 |1 plt 80.000.000 |1 pt 80.000.000 |1 plt 80000000 |1 plt 80.000.000
Layak Husi Tdak Layak Huni
Pengembangan SLRT 15 kee 80.635.520 |15 kec 88.699.072 |15 kee 97.568.979 |15 ke 107.325.877 |15 kec 107.325.877
Kabupaten Pesisir
Selatan
- Jumiah data PMKS Venfikast dan validasi 1pkt 100.000.000 | 1pkt 100.000.000 | tpkt 100.000.000 | pt 100000000 | £ pkt 100,000,000
terverifikasi dan data Penyandang
tervlidasi Masalsh Kesejahteraan)
Sosal
Program pelayanan  |Jml Pelayanan
dan rebabilitasi|sosil yeng
Kescjabtersan sosial |mendapetkan
rehabilitasi dan
el
Juniah peserta - Bimbingan sosial bagi 2 kec 2 2 ec2 80.000.000]
bimbingan sosial penetima bentuan
KUBE Fakir Miskin
Jumzh k 1y 1 pkt 100.000.000) 1pkt 100.000.000]1 pkt 100.000.000] 1pkt 100.000.000]1 pkt 100.000.000)
bencana Kampung Sisga
Beacana
- Jumlsh korban - Pelayanan dan 3 Kec 35.000.000 |3 Kee 35.000.000 |3 Kee 45.000.000 |3 Kee 50.000.000 {3 Kee 50.000.000 |3 Kee 50.000.000
ksol i Pertind i
perempuzn/anck yeng hukum bag korben
terlayani eksploitasi
perdagangan
perempuan | ansk
- Jumlah peserta yang - Penanganan masalah- 1pkt & 10.000.000 |1 pkt & 51 104.000.000 |1 pkt & 51 105.000.000 (1 pkt & 110.000.000 |1 pkt & 110.000.000 {1 pkt & 351 110.000.000
mengikuti pelahan masalah strategis 51 Tagana Tagana Tagana 51 Tagana 51 Tagana Tagana
Tagena dea yang menyanghut
Pe tanggap darurat dan
Masalsh Tanggap Cepat hejadin huar basa
Darurat dan Kejadian
Luar Biasa
Monstoring, Evaluass 15kec 66.054.834 |15 kee 7266031740 |15 kee 79.926.349,14 |15 kee 87.918.984,05 |15 kec 87918984
dan Kebijakan
Perbersan [Restra)
" Progrum pembinaan |Jumiah pen dan
‘panti asuhan/panti anak panti yang
jompo mendapetkan
pekayanan sosial
Jumlah penghuni Panti - Pendidikan dan 4508 35.000.000 |30 org 35.000.000 |50 arg 50.000.000 |50 org, 75.000.000 |50 org. 75.000.000 |50 org. 75.000.000
‘Asuhan yang mengikuti pelatihan begi
pendidikan dan ‘penghuni panti
pelathan Asuhan
- Jualah penghuai Paati - Penyedisan sembeko 200 v 454,000,000 300 org 383,000,000 | 300 org 483,000,000 | 300 org 700.000.000 | 300 oeg 800,000,000 |300 oeg 800.000.000 300 oeg 800,000,000
Asuhan yang anak dalam panti
mendapatian bantuzn
sembako
- Jumlah penghuni Panti Penyediaan sandang To0org 172,000,000 |30 org 172000000 | 300 o3 180000000 | 300 o5 20000000 [30 org 200.000.000 300 org 200,000,000
‘Asuhan yang dan peraltan sekolsh
mendapatian bantuzn anak delam panti.
sandang dan peralatan
sekolah
- Program Pembinaan  [Jumieh Lanjut usia
Lanjut Usia Terlantar  [yang mendspatkan
pelayanan
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- Jumiah Lanjut Usia - Penyediaan bahan 80 gwa 157.085.480 {100 jwa. 180.000.000 {125 jrwa 315.000.000 [150 pwa 250.000.000 |200 gwa 275.000.000 [200 jiwa 275.000,000 200 jwa. 275.000.000
terlantar dan miskin permakanan uatuk
‘yang mendapatkan lanjut usia terlantar
bantuan bahan dan miskin
permakanan
- Program pembinaan  |JIh.anak terlantar
anak terlantar ang memperoih
elatinan dan
Jumlah anak terlantar - Pelatihan ] 30 org 162.000.000 [30 org 162.000.000 {30 org 165.000.000 (30 arg 165.000.000 [30 org. 165.000.000 [30 org 165.000.000
‘yang menglkuti Keterampilan dan
pelatihan keterampian praktek belsjar keria
dan praktek belajar kerja) bagi anak terlantar,
- Program pembinaan  |JIh Penyandang
para penyandang cacat |cacat yang dibina
dan trauma dan pemberian
laminan sosial
n penyandang cacat
Jumlah Penyandang - Rehabiftas: Sosial berat 100rg 92.000.000 |20 0rg 92.000.000 |20 org 100.000.000 (20 org 150.000.000 |20 org 150.000.000 [20 org 150.000.000
Cacat yang tertangani terhadap penyandang
cacat melahii BLK.
Junlah penyandang - Bimbingan Sosial dan 72 o 000,000 |78 org 44.000.000 |90 org 105,000,000 |90 org 105.000.000 |90 org 105,000,000 |90 org 105.000.000
cacat berat yang Perdampinge
tertangeni Jaminan Sosia
Penyandang cacat
berat
- Program pembinaan eks [Jumlah
Peayandung Penyakit | Penyandang
Sosial (cks sarapidana, |penyalot sosial
PSKdanPenyakit  |mendapatkan
Sosial lainnya). pelayanan
- Junlah eks Penyakit - Pendidikan dan 150rg 137000000 |15 org 137.000.000 [15 org 140.000.000 |15 org 140.000.000 |15 org 140.000.000 |15 arg, 140.000.000
sosial yang mengluti Pelatihan
pelatihan dan Keterampilan
keterampdan berussha Berusaha bag eks
penyakit Sosial.
- Jumish korban narkoba Penyuluban Penang 100 org 35,000,000 {100 org 35.000.000 100 org 50.000.000 |100 org 75.000.000 | 100 org 75.000.000 |100 org 75.000.000
dan PMS disekolah yang gulangen Narkoba din
mendapat penyuluban PMS disekolah.
Ik - Program Pemberdayasn |Jumish PSKS yg
Peransn Potensi |kiftas Potensi dan Kelembagun mendaptkan
ian Sumber Sumber Kescjabternan Sosial [ bimbingan den
X Keseiah elatinan
Sosial (PSS) dalam [Sosial (PSKS) Jumiah pelaku-pelaku - Peningkatan 60K, 63.000.000 [60K. 63.000.000 |60 K. 75.000.000 |60 K. 75.000.000 60 K. 75.000.000 |60 K. 75.000.000
menangani usaba yang terkbet jjaringan pelaky Taruns Taruns Tarune Teruna Taruae Tanuns
Penyandang dalam peaberdayaan pelsk usaha
Masalah kesejateraan sosal kesejabteraan sosial
[Kesejaterann Sosial
[PMES)
- Jumizh SDM pekerja - Peningkatan kualtas 40 org 142,000,000 |40 org 145.000.000 (40 org 150.000.000 (40 org 160.000.000 [40 erg 160.000.000 [+0 org 160.000.000
sosial yang mengluti SDM masyarakat
sosialsasi
— — — —
Jumiah dunia usaha - Peningkatan 3 Kee 47.500.000 |3 Kee 3 Kee 50.000.000 3 Kee 70.000.000 |3 Kee 70.000.000 |3 Kee 70.000.000
yang hut terfibat dalam Kesejahteraan Sosial
pemberdayaan Peckindungan dan
Kesejahteraan Sosial. Pengu atan
Peclinungan sosial
dunia usaha |
lambaga
- Jumiah peserta yang - Penyuluhan sosial 60 org 28.500.000 {60 org 35.000.000 |60 org 50.000.000 |60 org. 80.000.000 |60 org 80.000.000 |60 org 80.000.000
mengikuti penyuluban kelling
sosial keliling
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- Jumlsh LEKS, pengurus - Penguatan 1 pkt 282.000.000 |1 pkt 342.000.000 |1 pkt 345.000.000 |1 pkt 350.000.000 |1 plt 350.000.000 |1 plt 350.000.000
LKKS yang terlyani Helembagean
Koordinasi
Kesejahteraan Sosial
(LEKS) Kabupaten
- Jumlsh PSKS yang - Penilaian PSKS 1 kel 158.000.000 |1 kak 180.000.000 |1 kakt 180.000.000 |1 kali 18.000.000 |1 kai 18.000.000 |1 kali 18.000.000
tersedia dan Profesional {Karang Taruna, PSM,
TESK Orsos)
berprestasi Tk
Kabupaten
\ieabirken generas [ eningketnya . Prognm peasmaman  |Meningearian
ruda yang rawasin aifinlsi Pengetzhunen
ijasa  [kebangsean kepbliwamandin  [generssi mda
fpablawan keperintisan keperintisan
- Jumlsh peserta yang - Sarehsehan Penanaman 100 org 98.000.000 |100 org 113.000.000 |100 org, 120.000.000 {100 org 120.000.000 | 100 org, 120.000.000 |100 org 120.000.000
menghuti sarasehan ‘nilzi-ndi kepehlawanan
‘penansman ndai-ndai Keperintisan dan
kegahlawanen keteladanan LK3.
- Jumlsh makam - Peningkatan sarana dan 2 makam 110.000.000 |2 makam 120.000.000 |2 makem 130.000.000 |2 makam 150.000.000 |2 makam 150.000.000 |2 makam 150.000.000
‘pehlawan yang prasaranz ke
digelnare. pablawanan dzn
keperintisan
- Bimbingan terhadap 100 arg 30.000.000 | 100 org 45.000.000 100 arg. 65.000.000 |100 org 75.000.000 {100 erg 75.000.000
quru-gura sejareh
- Program Keserasian  [Serasinya kebgakan
Bebijukan Peninghaten |peninglatan
fmemperhaticn  [jaringan ez Raalites ou daa Anak  [fuales o dan
cesetarazn gender [kebisan deerah anak
jan pemenuhan  |yang responsif
ok anck ender dan
[pememuhan hak
anak.
—_
- Jumlsh peserta yang - Pelaksanaan Sosialisasi 15 kec 300.000.000 [15 kee 300.000.000 |15 kee 3.000.000 |15 kee 330.000.000 |15 kec 330.000.000 [15 kee 330.000.000
ikut sosialisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, PPr
danPA
- Jumlah peraturan Penyusunan Rancangan 1 perda 100.000.000 {1 perda 100.000.000 |1 perda. 100.000.000 {1 perda 100.000.000 |1 perda. 100.000.000 |1 perda. 100.000.000
daerah tentang Peraturan Dezrah dan
penyeleaggaraan Peraturan Bupati tentang
‘perkindungan anak Penyelenggaraan
Pectndungan Anak
—
Program Penguatan  |Jumlah pembinazn
Relembagaan PUG dan PG
Ank dan PA
- Tersedianya Sistem Pengembangan Sisten 15 kec 175.000.000 {15 kec 192.500.000 |15 kee 192.500.000 {15 kec 192.500.000 |15 kec 192.500.000 |15 kee 192.500.000
informasi gender dan Informas Gender dan
anzk Anzk
- Jumlsh rapat 15kee 250.000.000 15 kee 275.000.000 [15 kee 275.000.000 |15 kee 275.000.000 {15 kee 275.000.000 |15 kee 275.000.000
koordinast, monitoring
dan eraonsi Faslitas Pengembangen
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberiagaan
Persmpuan dan
Pertndungan Ansk
- Jumlsh rapat Monitoring dan Evaluasi 60% 150.000.000 60%]  150.000.000 60%)  150.000.000 60%|  150.000.000 60%|  150.000.000 60%)  150.000.000
koordinast, monitoring Pelaporan PUG
dan evaluasi
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- Jumah peserta
pelatihan penyusunzn
Anggaran Responsi
Geoder

- Jumlsh pesert diklat

- Junlzh frekuensi
pembinazn

- Junlsh peserta 10T

- Jumizh peserta
peayulik

- Jumlzh Ktk PUG

- Jumizh kasus KDRT
dan Anak

- Jumleh frekuensi
penpulihan

- Junleh kelmgok
——

- Jumlsh peserta
perayazn

Program Penguatan dan
Pembangunan
Relembagaan beserta
Jaringan dan
Peayusuzan Regulasi.
Daerah

- Penyusunan Anggaran

Responsd Gender (ARG

Diklat aparatur dan
‘pengurus lembaga
pemberdagazn
perempuan dan
perlndungen anak

Pembinaan Kelembagean
PUG dan Peindungen
Anzk

Program Peninghatan
Eualitas Bidup dan
Perfindungea
Perempuan

Pelatihan bagi Pelatih
(TOT) SD! Pelaganan
dan Pendampingan
Korban KDRT
Progna Pessghatia
Peraa Serta daa.
Kesetaraan Gender
dalem Pembangunan

Peayubiban begilbu

Rumsh Tangga delam
Membangun Kebuarga
Sejsbtera

- Pembanguen Kink

PUG dan kasus anak
serta panti

- Progam Peepunias

PUG, advokasi kasus
EDRT dan anak

Advokasi kasus KDRT
danansk

Peayuluben PUG

Program Peaiaghatan
Iapasitas perempuzn

Pembinszn den pelathan
wirausaba kelompok
perempuan

Peringatan dan perayaan
‘hari ibu dan heri suami

Program Pesiaghatan
Peran Perempuas di

umlah
elembagasn dan
gl daersh

esgons gender

Peningkatan

peremguen delam
pembangunan

 Jumlah kasus
KDRT dan Ansk

umsh kelompok
wirausaba
perenpuan

Worg

60%

0o

15 kee

60 kasus

60 ki

20.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

175.000.000

750.000.000

150.000.000

120.000.000

65.000.000

40.000.000

2 arg

1 kali

50 arg

15kee

1kec

60 kzsus

60 kel

75 kp

1kali

20.000.000

150.000.000

165.000.000

100.000.000

175.000.000

750.000.000

150.000.000

120.000.000

65.000.000

40.000.000

20 0rg

1kl

50053

15 kee

1 kec

60 kasus

60 kali

75klp

1kl

20.000.000

150.000.000

165.000.000

100.000.000

175.000.000

750.000.000

150.000.000

120.000.000

65.000.000

40.000.000

2o

1 kali

50crg

15 keo

1 kec

60 kzsus

60 kel

75 klp

1 kali

20.000.000

1.500.000.000

165.000.000

100.000.000

175.000.000

750.000.000

150.000.000

120.000.000

65.000.000

40.000.000

20 og

1 kalt

5005

15 kee

Tkec

60 kasus

60 kali

75kp

1 kalt

20.000.000

150.000.000

165.000.000

100.000.000

175.000.000

750.000.000

150.000.000

120.000.000

65.000.000

40.000.000

2Worg

1 kali

60%|

0o

15kec

Lkee

60 kasus

60 kel

75 kp
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Juzlsh Peaberdapaan 12kal 300.000.000 {12 kal 300,000,000 |12 kel 00000000 [12kak | 300000000 [12kai | 300,000,000 |12 kak 300.000.000
Pertemuan/Ragat Kelembaguan
bulanan Dbsrmawanita Dnarmswanit Persatun
Kabupaten
Jumlsh Peaberdayaaa 12 ks 250000000 |12 kel 250000000 {12 ks 25000000 12k | 250000000 |12k | 250.000.000 |12k 250.000.000
Pertemusn Rapat Helembagasn BEMT
bulanan BRMT Kabupaten
Jumsh Pemberdayaan GOW 12kak 295.000.000 {12 kab 295.000.000 [12 ke 25000000 12ka | 295000000 [12kai | 295,000,000 |12 ke 295.000.000
Pertemuan/Rapat Kabupaten
bulanen BXMT
Program Pelindungaa | Junleh Negari
sk Layak Ansk
- Jumsh frekuensi Pembinaan Nagar DSmager | 250000000 [25nagar | 250000000 |25 magar | 250000000 |25 nageri | 250000000 [25 nagari | 250.000.000 25 agari | 250.000.000
pembinasn Saang Anak
- Jumlsh pessra omba Lombe b membaca il 40.000.000 |1kl 40000000 |1 ket 40000000 [1 Kl 40000000 {1 kal 40.000.000 [1 kel 40000000
puissayeng anak
- Jumsh pesert lomba Lombe tuls dan baca Ll 35000000 |1kl 3500000 [1 ki 35000000 |1kl 35000000 |1kl 35000000 |1 ks 35000000
puistntang by cle
siswa/siswi SUTP dan
ST
- Jumlsh Forum Anak Pembinaan Forum Ansk Ll $0.000.000 |1 kal 50.000.000 |1 kal 50.000.000 |1 kel 50000000 {1 kel 50000000 [1 kel 50000000
Daerah Derah
[PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG
[Felancaren Tugss |Dioas Sosial, ™ Program Pelayanan Adm|Lancanys
lncminisrsi Kantor [Pemberdagasa Perlantorsn peaksanan tugas
Peremputn dan
Perindungan Auak | (s, 1 embayaren - Penyediaan Jusa o8| aseooooo| 100%|  s0260000| 10|  saomooo| roes| a7seoooo| 10| sooonoso| toow| stosmcoo| toos|  si2e0000
 ekening s, sipon Homurikasi, Sumber
daa internet Daa Air dan Listek
- s administrasi - Penyediaan Jusa Adm woos|  sasaon| toos|  snasaroo| tomw|  eisaro| oow|  essianoo| toox|  esoonoso| roow|  esovnooe| 10|  esoooco
keuangan yang Kevangan
terlaksana
- [umah pegawai - Peayedinan Jusa w0 urswoo0| 100%)  121e%0200| to0%f 12515020  100%| 128sioz00| 0| 19coooo0| too| izvoooooe| 100%| 123000000
 eaning serice o Hebershan Kantor
peratan kebersban
- s pengadaan aat . Penyedinan Al Tus o soeeo0| 100%|  aseasooo| toox{  spzseoo|  100%|  ssossoo0| toow|  scooncoo| eow|  seoooooe| t00%|  ssooecoo
ks kator Hantor
- |umah pengadaan . Peayediaan Barang 0| geo6nen| 1ovs|  soezmeoo| tom|  sazsreo| woow|  arowreoo| toox[  ssooooso| r0ow|  sroceooe| 100  s2000000
berang ceakan dan Cetakan den
penggnduan Penggandsan
Jumsh pengadasn - Peapedian komponen wos|  7awo00| 100%)  oomoeo| toowf  w4esoo0)| 100%|  1s20000| 100%|  oocooooo| oo  ausseone| 100%| 2200000
perltan beirk instalasi
sk pensrangan
bangunan kantor
- Jumlsh pengedaan Penyecian baban becaan wos|  asooo0| 100%)  ooooooo| toow{  wecooo| 10o%|  1sooocoo| toow| racoocoo| voow|  1zoceooe| t00w|  1zo00000
bahan bacasn dan dan perundangundangen
perundang-undangan
- Jumlsh penyediaan . Pengadaan makan dan wos|  nssom| toes|  tssesoo| tom|  wooooco| 00w 1sococoo| toox|  100o0oe0] roow|  aoooeooe| room| 22000000 1
makanan dan tamu minum
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" 2 8 “ a8 o m L] L] (10) ny 2 3 19 15 (16) un 18 (19 200 (21 22 |23
- Junish pelsksanasn Rspat rapal koordnasi o8] 123600 100%] 127260000  100%| 130920000 10| 1aessoo00| 1008 13000000 t00%| 13260000  100%]  138.660.000
ragat koordinasi dan dan konsultasi ko huar
perjalanaa dinas luar daeruh
daeraiy
- Junish peleksanasn Repat-rapat koordinasi w0w|  1i6s00000| 1008 120460000  100%] 124120000 toon| 127780000 100 130000000 t00%| 131440000|  100%| 133660000
d dal
perjolana dinas dalam daeruh
dserah
- Prosest - peny R wow|  2ai7eom|  100% 30000000 30,000,000 30.000.000
Reastra SKPD srategis SKPD
Jumlsh laporan - Monitoring dan evabuasi oo a27ieess| aoow|  ssaesss|  loow|  socseess too|  sseseess| 10ow|  eococoo| t00%|  e2oc0000| 100%|  es000.000
pelasanaan kegiatan pelaksanaan
dan kngiatan
Program Peningkatan | Lancarmy
sarana dan prasarung  [pelaksanaan toges
Jumiah peralatan - Pengadaan peralatan w008l 102075000| 100w 10s735000)  100%| 109395000 won| 1zossoo0 100w 119000000 t00%| 120000000|  100%| 120000000
Kantor yang disdakan gndung kantor
- Junish sacaa dan - Pengadasn mobdeur woe|  7a7ssoo 100%| 77445000  100%| 81105000 w006 soo000| 100%|  stoooooo| woo|  srocoos| 100w|  s1.000000
prasaruna yung diadaksn|
2 dung kantor w08 os00m0| 100%|  7ate0000| 100%| 77820000 1006 siesom0| 100%  3eeocor| woow|  ssioo0| 100w esid000
yang dipelibara berkala gedung kanor
- Jusish pemekharaan Pemeliharaan 00| 22046100 1008 22619000  100% 227789100 toow| 231449000 1008 22000000 t00%|  2s3000000|  100%| 285000000
kerdaraan yang rutinberkala kendaraan
dilksanakan dinas/operasional
- Junish pemeEharamn - Pemelibaraan wos|  w0ss0000| 100w 14200000)  100%] 17870000 wos|  2usi0000 100w 22000000| 100w 2s000000|  100%| 25500000
peralatan yang rutin/berkala peraiatan
dilsksanskan gedung kantor
- Junish pemeBharsan Rehabiltasi 100%) 1500000 100 sooc0000 100w 100000000 oo 10000000 100%| 110000000 100%| misocooo|  100%| 120000000
habiltasi yang sodang/berat godung
dilaksanskan kantor
Program peainghatan  |Lancarmy
Kapusitas sumber daya [ pelkcasasn tugas
aparatar
- Jumiah peserta yang - Bimbingan Teknis 100%|  soooooco| 100w soooooo0| 100%| 50000000 o[ soooo0| toow|  aecocor| 100w saseocon|  100%) 7320001
mengikuti bintek Implementasi Peraruran
- Prognm peningkatan | Lancernya.
pelayanan pubk pelaksanaan tugas
Jumish SOP yang - Penyusunan SOP dan 10| 2so00000| 100w 26000000 won| 2700000 100w aseccor| 100w a0ee0000|  100%) 7320001
dissun PP
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting,
untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan

indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini

TABEL. 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISR SELATAN TAHUN 2016 - 2021

Target Capaian Setiap Tahun
- Kondisi
Kondisi .
Kineri kinerja
inerja
N . pada
o Indikator padaawal | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun akhir
periode ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 priode
RPJMD RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 (19)
URUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan 12.271 15.540 18.950 20.650 | 3.720 5.850 25.850
dengan memberikan bimbingan dan bantuan jiwalkk jiwalkk jiwalkk jiwalkk | jiwarkk jiwalkk jiwarkk
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan 313 TKSK
Sosial (PSKS) yang mendapatkan
bimbingan dan pelatihan
- TKSK 15 org 15 15 15 15 15 15
- PSM 182 org 50 50 82 90 92 182
- Karang Taruna 50 KT 50 50 82 90 92 182
- Tagana 53 orang 0 53 0 53 0 53
- LK. 3 2 orang 0 2 2 2 2 2
- WKSBM 0 3 6 8 12 15 1
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kuatnya kelembagaan dan jaringan serta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
adanya regulasi Daerah yan responsif
gender dan pemenuhan hak anak
Penyuluhan PUG 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali
Advokasi kasus KDRT dan anak 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus | 60 kasus
Pembinaan dan pelatihan wirausaha 75 75 75 75 75 75 75
kelompok perempuan kelompok | kelompok | kelompok | kelompok | kelompok | kelompok | kelompok
Pembinaan Nagari Sayang Anak 25 Nagari 25 25 25 25 25 25
Nagari Nagari Nagari Nagari Nagari Nagari
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen
perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh
potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021
dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi
dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan
komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak karena akan menentukan keberhasilan
pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan
demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja,
karena secara substansial merupakan pencerminan  aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan

Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang ingin dicapai.
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